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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan dan Fungsi BPD
2.1.1 Defenisi Peranan

Peranan adalah berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), Peranan mempunyai arti yaitu tindakan yang dilakukan
dalam suatu peristiwa. Peranan mempunyai kata dasar yaitu peran yang
artinya perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat'.

Secara umum per ngertian sebagai tanggung
jawab/tugas yang dilakukan nal tertentu atau“kemampuan
organisa am menja sampai pa an yang
direncana ‘Pegnertian umum_ ini menunjukkqn ‘bahwa apa aktivitas
yangwdila dan nyata terdapat pada suatu pe mutlak
dila eranan yang,dilakukan oleh : idak

akan : kegiatan —&iatan. Ole 2 dengan

suatu kegia uterk%ia@'d@apat

@E“I : kapﬁ ahubui\an- ( IIE", peran
yang dim na Ki « st sosial khusus.
Selanjutnya dik Jahwa d| dalan] peranan terdapa

yaitu: perte , ha apan=n a@?ﬁt‘N?SMa@l?t erhadap pe
kewajiban-kewajiban dari pemegang-peran, ‘dan kedua harapan-harapan yang

Al) N0 - ()

pacam harapan

y peran atau

dimiliki oleh pemegang peran teshadap masyarakat atau terhadap orang-orang
yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-
kewajibannya®.

Menurut Horton mengatakan bahwa peranan adalah perilaku yang

diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin

! Inti, 2010. Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli _ https://www.kumpulanpenge
rtian.com/2018/07/pengertian-peranan-menurut-para-ahli.html,diakses pada tanggal, 11 Novembe
r, 2022

2 Ahmad Mustanir, 2020. Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat
Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa, CV Qiara Media, Jawa Timur, hal.8

® Supriadi Jaya Abadi, 2018. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses
Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borongn, Kabupatan Sinjai. Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Makassar, hal.12
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mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan
status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala
yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah
pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut’.

Menurut Sumartono, mengatakan bahwa peranan (role) merupakan aspek
dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan
antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain

engatr,la 6
denga 0S am_pe

t.(y@J @la@)s@n). erupakan. un tatis yang

menunjukkan ,- idu pzﬁa_organisasi masyara

menunju

eny‘esualan d1r1 dan seba
seseorang " alam - mas jalankan suatu
peranan®. Bruce J. Cohen dalam Ahmad Ariyanto mendeskripsikan beberapa
bagian yang dimiliki oleh perananym7 :

a. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul — betul

dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan

* Horton, 2013. Pengertian Peranan dan Teorinya_https://www.duniapengertian.com/20
18/07/pen gertian-peranan-dan-teorinya.html, diakses pada tanggal, 11 November, 2022

% Sumartono, 2006. Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Iimiah, Administrasi Publik, hal.45

® Ibid, him.14

7 Ahmad Ariyanto, 2018. Peranan Keluarga Tjong Yong Hian Terhadap Pembangunan
Desa, Malang : Literasi Nusantara, hal.61



17

Pernana yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan
masyarakat dari kita dalam menjalankan pernanan tertentu

Konflik peranan (Role Conflict) adalah suatu kondisi yang dialami
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan
dan tujuan peranan yang saling betentangan satu sama lain

Kesenjangan peranan (Role Distance) adalah pelaksanaan peranan secara
emosional

Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam
menjalankan peranan tertentu

Model peranwg tingkah launya kita

contoh, tiru, diikuti

gan perananan (Role Stra ada h'kondisi yang timbul bila
i kesulitan dalam ‘memenuhi u tujuan
dijalankan dikarenakan ada

ma lain. i

ekanto-da@ @mad Ariyan

. nprr@—@rr@/@ berthun
tempat sese dalam -masyarakat. Peranan

rang \ peraturan — Qeratura‘n ?/an% membimbi
(.l:A‘ {
kehidupan kemasyar atan .o

to m an bahwa

si atau

- ini merupakan

prang dalam

Peranan merupakan Kkemsep tentang _apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagal organisasi

Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat

Jadi peranan sangat penting didalam suatu organisasi, sebab peranan

merupakan suatu konsep prilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat

atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan norma-norma.

Menurut Ade Agustian menjelaskan peranan adalah perilaku yang berlangsung

® Loc. cit, him.14
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atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi
dan istilah peranan dipakai untuk menujukan gabungan pola-pola kebudayaan
yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan
perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang
menduduki jabatan tertentu®.

Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku yang
mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi. Setiap Pelaku peran
sadar akan posisinya. Karena hal menduduki posisi ini membawa konsekuensi

berupa tekanan-tekanan yang datang dari sistem sosial dan belum tentu dapat

dipenuhi, maka akan 2 kemu Pertama  pelaku  akan

memenuhinya secara lugas a dua.memenuhinya secara artificial®.

an sebagai
usahaan.

entang Desa

menurut Saibani” Ambarwa enu

ukkan cakupa
al apa yang dapat dilakukan .dala

njalankan sebuah perusahaan, pe

lepas dari “p h elemen‘irusahaan
Berdasarkal i as da an ba
sebagaiflangkah il oleh F&se@_ﬁw se
0000,

2.1.2 Fungsi r/» — -
Dilihat d

suatu

pasal 5 UnQang —unc.iarn No..6 T
Badan Permusyawaratan Desa rpemﬂllgf.ung;i
a. Membahas dan menyepakati RancangansPeraturan Desa bersama Kepala
Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

’Ade Agustian, 2014. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyeleng
garaan Pemerintahan Desa Di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
Jurnal, IImu Pemerintahan Fakultas IImu Social Dan limu Politik, hal 23

10 oc. cit, him.14

1 saibani Ambarwati, 2015. Pedoman Umum Penyelanggaraan Pemerintah Desa. Media
Pustaka, Jakarta, hal 45

2 Loc. cit, him.3
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melaksanakan kegiatan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka penyusunan berbagai
keputusan desa. Musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu setiap rencana yang
diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut®:

a. Menjalankan fungsi legislatif yaitu dengan (penyusunan peraturan desa)

b. Konsultatif yaitu (perencanaan pembangunan desa)
c. Menyerap aspirasi masyarakat
d

Kontrol terhadap Pemerintah Desa

Berdasarkan kete jenai fu dan..Permusawaratan Desa

(BPD) yang, telah disebutka S ike bahwa pada dasarnya Badan

Permusa an Desa "-uuum Iegislatif ya nembahas,

menyep en n peraturan. desa dan fungsi an yaitu

mengav 2Nggaraan pemerintah desa serta me ung, dan
i arakat. "°

2.1.3 Kedu

ara St ﬁ Snuru
i BPD ' da ebaga 3 ‘. enggara
pemerln a di pe@n@al@s@)gn ;1! PD yang

merupakan texj 2buah faktor historis-atas @ ang kuat oleh

i dalam hal

pemerintahan desa dals ene/elen%%araan pemerintal
mengintervensi dinamika sasial pol|t|k. yang,terjadi'di dalam pemerintahan desa,
maka atas dasar dari dinamikaytersebut maka nculah sebuah lembaga yang
bernama BPD yang diharapkan keberadaannya di dalam pemerintahan desa
sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuatan sebagai lembaga penyeimbang
dan sebagai lembaga legislatif desa atas dominasi yang diciptakan oleh

pemerintah desa. Terbentuknya BPD di dalam pemerintahan desa yakni terbentuk

¥ Merlin Sanjaya, 2010. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pembangunan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa
Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul_ https://core.ac.uk/download/pdf/13080697
8.pdf, diakses pada tanggal, 11 November, 2022

1% \Wulandari, 2013. Fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD), http:/eprints.ump
o.ac.id/.pdf, diakses pada tanggal, 11 November, 2022



https://core.ac.uk/download/pdf/13080697%208.pdf
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pada tahun 2014 dengan diberlakukannya UU Pemda yang menyebutkan bahwa
Kedudukan dari BPD merupakan sebagai lembaga pemerintahan desa”.
Terbentuknya UU Desa berawal dari tahun 2007 hingga tahun 2013 hal itu
merupakan suatu perjalanan panjang dalam pembentukannya, RUU Desa pada
finalnya dilegalkan dalam bentuk UU Desa pada Sidang Paripurna DPR RI, 18
Desember 2013. UU Desa, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek
pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Fungsi yang dimiliki
oleh BPD sebagai lembaga legislatif desa di dalam pemerintahan desa kemudian
diganti dengan UU Pemda, yang menyebutkan bahwa BPD menjadi kelengkapan
Di gaibagie iwpemerintahan desa BPD

dari pemerintah desa

berwenang untuk turut ikut ¢ i-dalam b gatur dan mengurus jalannya

pemerintahan di dalam peme a da

anya memiliki gsi sebagai

) menetapkan Perdes bersama dengan, Kades enyalurkan
at.desa, hal ini juga diperkuat deng atau'dengan

_ tahun Zoosintang pe an desé mana
diperjelas~denga al-—pasal y yatakan b
didalam=pemerintaha sebagai” lef ﬁang Perdes“bersama
denga e(m@ tug;ls @@m.a m Wadahi

serta menguta nankeinginan dari masyaraka o
Di , Desa tQ‘rdapat p?rubahan perubaha genai BPD.

I fungsi

Perubahan yang terjadi ya BPb yarl.g dulunya, bernama badan perwakilan desa

kemudian diganti namanya njadi BPD, begitu juga di dalam hal pemilihan
anggota dari BPD terdapat sebuah perbedaan yang memiliki sebuah dampak yang
signifikan terhadap keberadaan dari BPD yakni mengenai calon—calon anggota
dari BPD adalah kalangan—kalangan yang diusulkan oleh kalangan adat, kalangan
agama, kalangan organisasi sosial politik golongan—golongan profesi dan unsur—
unsur di kalangan pemuka desa yang lainnya yang memenuhi persyaratan yang

berlaku untuk menjadi anggota dari BPD. Dengan hal ini yang nantinya akan

5| Gusti Made Bayu Nugraha, 2021. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)
Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa,
Interpretasi Hukum, Jurnal, hal 587

' Ibid, hal. 19



21

diharapkan tidak akan ada lagi satu bagian pun dari unsur eksekutif dari desa
untuk ikut di dalam hal pencalonan untuk menjadi bagian dari anggota BPD, baik
dari pihak Kades ataupun perangkat dari pemerintahan desa. Berdasarkan UU
Desa Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi memiliki kewenangan di dalam
menetapkan calon terpilih dari Kades yang memperoleh suara terbanyak di dalam
pemilihan Kades’.

Melihat dari kedudukannya BPD menurut UU Desa BPD memiliki fungsi
di dalam membuat kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan desa bersama

dengan Kades harus mempunyai sebuah program kerja yang sama antara badan

permusyawaratan desawe s agal onflikkonflik di dalam
pemerintahan desa agar terci a-hubungan harmonis antara,BPD dengan
Kades yang nantinya agar te umnmvumuu pemerin desa yang
baik. berd pada penjelasan tersebut maka dapat dili 2dudukan
2D di dalam pemerintahan de A dengan

°D merupal'mltra kerja

Q00O

- g e em— g -~

2.2 B aratanDesa (BRD) |

2.2.1 Pengertian.Bar Permusyawaratan Desa (B

2sa di
dalam pe

Badan pe Syawaratan desa éBPD) adalah mitra desa dalam
Ugas dan wew n&r&ghya“lkednngta BPD merupa wakil dari

|-' HASTAC
eterwakilan wilaya

menjalanka

penduduk desa berdasarkan yang pengisiannya dilakukan

secara demokratis. Jumlah anggota BRPD

etapkan dengan jumlah paling sedikit
5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan
aspek kewilayahan, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan
keuangan desa®.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap

7 Loc. cit, him.19

¥ oc. cit, him.19

1% Hasan Basri, 2022. Manajemen Pemerintahan Desa, Media Sains Indonesia, Bandung,
hal 6
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sebagai parlemen-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era
otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat
dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran
pokok yang dalam kesadaran masyarakat®.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap
sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era
otomi daerah Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat diaktakan

sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang

.-

dalam kesadaran mas
Badan Permusyawa Desa.adé lembaga yang

perwujudan demokrasi dala mnu@"ﬁnmo erjntahan de

penyele | _pemerintahan = desa, /Badan Permusyawarata

merupakan

Ppagai unsur

perfungsi

lesa bersama kepala desa, mena yalurkan

aspi Syar: PD berked ukan  seba ) ggara

pemerintahan desa. Ar | dari
berdasarkan_keterw |Iayah“y2 ﬁgkan 0
mufak 3 e@@i@ I@a@ulgu

golongan profesi, pemuka agama-dan tokoh atau pemuka |

angkutan

ara m varah dan
| u adat,
aral at lainnya®.

Dalam ndagri (Nomo;ul}o Y‘I'ah 016 ang Badan
Permusyawaratan Desa pada. pasal .1 ,i(ang

enjelaskan bahwa Badan
Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang aksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis®.

2 Samhis Setiawan, 2020. Pengertian BPD-Ketentuan, Fungsi, Hak, Pimpinan,
Pengaturan, Hubungan, Kode Etik, Pembagian, Larangan,_https://www.gurupendidikan.co.id/pe
ngertian-bpd/, diakses pa da tanggal, 11 November, 2022

L Arief Amarudin, 2021. Selayang Pandang Desa Kertayasa. Maghza Pustaka, Jakarta,

hal, 18

22 Deri, 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan
Pengelolaan Apbdes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur,
Jurnal, Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (1): 121-132 ISSN 2477-2458, hal.125

2% permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1


https://www.gurupendidikan.co.id/pe%20ngertian-bpd/
https://www.gurupendidikan.co.id/pe%20ngertian-bpd/

23

Menurut peraturan daerah pasal 1 ayat 11 No.12 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan waktil dari penduduk Desa bersarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi
(menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi
masyarakat bersama Kepala Desa.Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja
pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan
urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Sebagai
Bad varatan L BRD) memiliki hak untuk

lembaga legislasi,

menyetujuigatau tidak terha ebijakan. de ang dibuat oleh Pemerintah

Desa.Lemba k secara

ini juga dapat memb ancangan peraturan des
intah Desa'ditetapkan menjadi-peraturan des

Syawaratan Desa (BPD) dala C ‘ erannya

dala elenggaras emermtaht antara lai akan

Musyawarah Des mem?hﬁ P:Sran ( asan lain
lenampung arakat.desa dengan

mengenaisperma esa B
mengada orum-d

apd@n@s n@ng ggot:
keterwakilan, . ’ :

agai bentuk

BPD melakukan rapat inter PD “‘untuk membahas

disalurkan

permasalahan masyarakat desa d@}lam WI|3.Y3.h dusun un
dalam M

pemerintahan desa yang baiky di Desa adalah dengan memonitoring dan

»
awarah Desa eqlangkan BPD, d‘al mewujudkan™ tata kelola

mengevaluasi kinerja kepala desa “dalam melaksanakan fungsinya dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa®.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suatu wadah untuk menampung

aspirasi dari masyarakat, Dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD

2% Peraturan daerah Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 Ayat 11

% Suryadi Wowor, 2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling
Barat, Jurnal, Mahasiswa Jurusan lImu Pemerintahan FISIP UNSRAT, hal.12

% Mulyanti, 2011. Badan Penelitian dan Pengembangan_https://litbang.kemendagr
i.go.id/website/peran-bpd-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dipertanyakan/, diakses
pada tanggal, 12 November, 2022
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tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan
menyampaikan langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
yang ada di lingkungannya Rukun Warga (RW) atau forum musyawarah guna
membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan
dijalankan oleh Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa untuk mencegah adanya
penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa?.

2.2.2 Tugas Badan Permusyawaratan Desa

BPD melakukan | aspira arakat langsung kepada

kelembagaan Desa dan mas Desa terme kelompok masyarakat miskin,

masyarakat ‘berkebutuhan KhUsUS, perempuan, Ke on'1pok marji 2enggalian

Kan berdasarkan: keputusan musyawarah BPB dituangkan

3PD. Pelaksanaan penggalian aspirg

dan

28
' spirasi

rangnya me’.’]at maksud

gallan‘;aspﬁ syara

dan pe itan de

a,SP@l @S@a@ di
musyawarah BPD.

masyaraka dministrasikan dan disampaikan €
2. BPD mengelola aspirasi rQasyarakat Desa melalul pe istrasian dan
LIty

perumusan aspirasi bqraasarkan pembidangan yang meliputi bidang

pemerintahan,  pembamgunan, pembinaan  kemasyarakatan  dan

pemberdayaan masyarakat Desa.” Perumusan aspirasi dilakukan dengan
cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk
disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat
Desa.

3. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau

tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti

*"Loc. cit, him.17
%8 Kementerian Dalam Negeri, 2018. Buku Panduan BPD_https://www.academia.edu/4
1852491/ diakses pada tanggal, 12 November, 2022
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penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang
dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk
tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka
penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan
Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

4. BPD melaksanakan Musyawarah BPD dalam rangka menghasilkan
keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti
musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa,

evaluasi lap Pemerintahan Desa,

menetapkan peratura sulan pemberhentian anggota

’
gas Badan Permusyawaratan Desa dalam perda pasal 29 ayat 1

3 tentang Badan Permusyawarata

asyarakat i
b masyﬁag ~~
c.."Mengelolaa asyarakat F__O"
d N ‘:,.* i masyarakat () ()
e. Meny musyawarah BPD. -
f. Men garakan 1 us¥a~warah Desa
X VAL
g. Membentuk panitia er}ﬂlhan,_KgpaAa,'-‘Qe
Desa antar waktu

L—

panitia pemilihan Kepala

h. Membahas dan menyepakati angan peraturan desa bersama kepada
desa

I. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

j.  Menyelengarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
antar waktu

k. Melakukan evalusi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
Desa

2% UU No.12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 29 Ayat 1
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I.  Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang
— undangan

2.2.3 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

1. Hak Badan Permusyawaratan Desa
Dilihat dari pasal 61 Undang — undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak
Badan Permusyawaratan Desa*:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

pemerintah.de merinta

b. Menyatakan per [aS_.pe nggaran pemerintah  desa,

pelaksanaan  pembanguna desa ergasyaratak desa, dan

pemberdayaan masyarkat © L
g pendapat atas penyelengga

e

ajiba

embangunai desa, kemasy

dayaa asyara§ A
: rmusyawar nggsg.

- o<

63 Undaignidang! No. 6

Badan 'i musyawaratan desa berkewajiban®" :

2. e\
)

1"' ang Desa

an Undang-

a.

g teguh dan\mer.lger'nalkan Pancasi

Undang Dasar eﬁ;ﬁr&a,‘ Re}gq‘b}rjlﬁ,l onesia Tahun 1945, serta

mempertahankan “dan_ memeliha keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa

c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat desa

d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan/atau golongan

%0 Undang — undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61
%! 1bid, him.22
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e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
dan
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan desa

2.3 Pembentukan Peraturan Desa
2.3.1 Peraturan

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat,
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan
diterima, setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran,
kaidah yang dlpakalmtuk menilai atau membandlngkan

sesuatu®. Peraturan adalah perintah atau norma yang diperintahkan dan bersesuain

F = _— N =
yang akan mengendalikan kerja dalam sebuah syarlkat dalam organisasi, wujud
" WmaEs o 15 L WM =

bersama dalam bangunan apartmen, dalam masyarakat, sukan, dan lain-lain.

atu set gariaiJanduan da awal
turan adalah“untuk men h yang
n yang_,dljna_ankaa dilakukan_m saluram’ yang

(\) \‘ (J '\_.
Pengertian peraturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan,
F IV D - - T
atau perintah yang manusia buat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan
FOEF e - A O

.

manusia dalam sehari- harlnya agar tldak melakukan sikap brutal, |ng|n menang
i3 4 & Arfi: B
sendiri, dan lainnya. Secara bahasa pengertian pengaturan adalah suatu pedoman
-— I

agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada
peraturan, maka antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak
sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit untuk diatur®.

Pada umumnya, peraturan merupakan hasil keputusan bersama yang harus

masyarakat taati dan laksanakan yang mana sikapnya mengikat. Aturan juga

%2 Carepedia, 2010. Pengertian dan Defenisi Peraturan_https:/carapedia.com/pengertia
n_definisi_peratura n_info2113.html, diakses pada tanggal, 12 November, 2022

%% Fact-News, 2016. Defenisi Peraturan_https://ms.facts-news.org/definisi-peraturan, dia
kses pada tanggal, 12 November, 2022

% Muchlisin Riadi, 2011. Pengertian Aturan : Arti, Jenis, dan Contoh Aturan Dalam
Hidup_https://www.maxma nroe.com/vid/sosial/pengertian-aturan.html, diakses pada tanggal, 12
November, 2022



https://carapedia.com/pengertia%20n_definisi_peratura%20n_info2113.html
https://carapedia.com/pengertia%20n_definisi_peratura%20n_info2113.html
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berkaitan dengan nilai norma dan adat yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.
Peratuaran biasanya bersifat mengikat secara lokal yang mana hanya manusia
dalam lingkungan tersebut saja yang memiliki kewajiban untuk menaati peraturan.
Namun dalam makna yang lebih luas, istilah aturan tidak dapat kita definisikan
sesederhana itu karena menyangkut perbedaan tujuan dan kebutuhan®

Berdasarkan pengertian pertauran seperti yang sudah dijelaskan di atas,
maka peraturan dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu®:

1. Peraturan tertulis
Seperangkat peraturan atau tatanan yang berlaku di lingkungan
bermasyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dimana
sifatnya tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas.
2. Peraturan tidak tertulis
" Merupakan seperangkat peraturan atau tatanan yang berlaku di lingkungan
‘_'bermasyarakat dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari
namun tidak bersifat tertulis dan sanksinya juga tidak setegas dari aturan
"\‘tertulis.

Péngertiaﬁ‘pémturah dalam' ilmu hukum berari perliidang-undanigan yang
berbentuk terwhs karena merupakan _keputusan tertuhs, “maka peraturan
perundang- undangan sebagal kaidah hukum lazim disebut sebaqal hukum tertulis.
Peraturan perundang undangan yang dlbentuk cfiéh pejabat atall lingkungan
jabatan (badan, organ) yang h]empunyal Weweﬁang membuat peraturan yang
berlaku mengikat umum (aglemeen) Peraturan perundang-undangan bersifat
mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.
Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak

berlaku terahadap peristiwa konkret atau individu tertentu®.

% bid, him.24

% Ibid, him.24

%" Dian Antoro, 2010. Pengertian Pengaturan_http:/repository.untag-shy.ac.id/1569/2/Ba
b2011.pdf, diakses pada tanggal, 15 November, 2022



http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Ba%20b20II.pdf
http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Ba%20b20II.pdf
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Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah
perundang-undangan (legislation, wetgeving atau gezetzgebung) mempunyai 2
(dua) pengertian yang berbeda, yaitu *:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk
peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan

hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di

tingkat daerah.

Pengertian perundangan-undangan dalam hukum positif Indonesia

disebutkan dalam pa ng —unde por.10 Tahun 2004, yang

menyatakan, bahwa peratura ndang-undar adalah peraturan,tertulis yang

umum?®

dibentuksoleh lembaga negara atau m'am berwenang dan gikat secara
0 i, kata des:

Nusantara..masih' te hagi_ ﬁm@ ﬁ:rapa 'ajaa Jefinisi
”um‘ve qut@y@ I@J@in.s : ukiman

pemukiman di ' oedesaan (rural).Secara Historis adalah akar bagi

merupake a,yaitu

“dhesi’ semenjak

terciptannys syarakat,politik @n p(}r\n?rlr.ltarlh@,Ja ebel a modern ini
ada desa sudah menjadi I |ty51 soslal yang mempunyai fungsi“yang sangat
penting*

Di Indonesia desa merupakan®bagian dari wilayah administratif yang
berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa*. Desa
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dikenal sejak masa kolonial Belanda

,pada umumnya desa memiliki pemerintahan sendiri yang dijalankan secara

%8 Maria Farida Indriati. Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Dan
Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, hal 48

% Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan, Pasal 1 ayat 2

0 Siti dan Uti Meylina Khoiriah, 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Jurnal, Masalah — Masalah Hukum. Vol 46. No. 1 hal.21

1 lcuk Rangga Bawono,2019. Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa. PT.
Grasindo, Jakarta, hal.1
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otonom tanpa adanya ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih
tinggi,dulu desa banyak dikonstruksikan sebagai sebuah entitas yang bermakna
tunggal, seragam, marginal, penuh ketundukan, apolitis dan bersifat pramodernis,
berubah menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan tuntutan dan perubahan
zaman®

Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan marga (genealogi) yang
tinggal disuatu wilayah (teritorial) tertentu. Masyarakat tidak dapat menghitung
luas wilayah yang ditempatinya tetapi akan terdapat kearifan lokal guna
menghitung batasan wilayah berdasar prinsip sejauh mata memandangatau sejauh

batu dilempar,yang

asyarakat lokal yang

memiliki kepengurusan sen erah setempat sesuai dengan
adat istiada .
mulanya adalah | organisasi, ‘masyarak
wile wkelompok masyarakat adat deng
asli kebutuhannssendiri (Se ' N

Sebagai “tingke ntaharr—-teﬁlr-—dl In cara politis

maupu iolog Inyai po)5| }rg)sang tegis ini_karena
menginga ; Q ) sgn@d@ @a@m.s 3

Desa me organisasi komunitas lokal ya ~-\ al batas-batas

wilayah, dihuni oleh:sejumlah Qendudlljk dan mempunya tiadat untuk

1ty
mengelola "dirinya sendiri. stlga'h atau . seb;n;an desa yang merupakan sebagai
nasa colonial Belanda, dimana

kesatuan masyarakat hukum bagu_dikenal pad

pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara
otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam

beberapa konteks Bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebut

*2 Wardiyanto, Bintoro, Siti Aminah dan Ucu Martanto, 2016. Percikan Tata Kelola Dan
Pembangunan Desa. Airlangga University Press, Surabaya, hal.3

3 Isharyanto dan Dilla Eka Juli Praetya, 2016. Hukum Pemerintahan Desa (Prespektif,
Konseptualisasi dan Konteks Yuridis). CV Absolute Media, Yogyakarta, hal.49

* Ahmad Heru Romadhon, 2018. Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam
Dimensi Hukum Tata Negara. Jurnal, Hukum Media Bhakti, VVol.2, No.2, hal.127

> Kushandajani, 2018. Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam
Prespektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP
Universitas Diponegoro, Semarang, hal.1
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istilah desa dalam ragam Bahasa yang lainnya, namun tetap memiliki arti yang
sama yaitu desa. Dalam beberapa tempat atau daerah-daerah memiliki istilah atau
sebutan desa yang berbeda®.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang
berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada
umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan
lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya mayarakat*’.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 mengatur

tentang kewenangan..des ngatur b ewenangan desa meliputi

pengelolaan, desa, pelaksang 2mbagunan pembinaan kemasyarakatan
desa, pelaksanaan pemba binaan 'kemasyar desa,dan

kemasla yarakat desa‘berdasarkan prakarsa masyarakat asal usul,

dan adat at*®, Selain itu disebutkan juga mengeng
Tahun 2014 ‘itang kekuas
i iefofe

/ewenang yang d mp@r@l@r@ng ah.p Si atau

pemeri r’.;l- pupaten/Kota -

4. Sfes dengan . u én?-{J?cf.z;gl\g't- >‘a?gY be a. e lain yang
ditunjuk oleh pem |n]a73,nergeqn'ta}],. provinsi,atau pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Karakteristik umum desa antaratlain: desa biasanya terletak sangat dekat

dengan pusat pertanian,ekonomi adalah kegiatan ekonomi utamanya,dan hak guna

lahan menetukan gaya hidup masyarakat. Tidak seperti kota yang penduduknya

pendatang, penduduk desa lebih memiliki kontrol sosial yang lebih informal

*® Saifudin, 2009. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
UII Press, Cetakan Pertama, hal. 39

" Supriantna, Tjahya, 2013. Sistem Pemerintahan Desa, Institut Pemerintahan Dalam
Negeri, Alumni, Bandung, hal 43

“8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18

“* Ibid, him.27
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Jinteraksi antara penduduk desa lebih secara tatap muka,dan ada homogentitas
yang relatif tinggi dan hubungan sosial yang kuat*.

Dengan demikian desa yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan
Negara Republik Indonesia yang telah diakui otonominya desa memiliki hak yang
untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan segala kebijakan berada ditangan
KepalaDesa. Konsep otonomi sendiri memiliki arti kebebasan untuk menetukan
pengambilan keputusan yang berdasarkan aspirasi masyarakat yang memiliki
status demikian tanpa adanya pengawasan secara langsung dari pemerintah pusat™

2.3.3 Peraturan Desa

Peraturan desa N perunda angan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibaha disepakati ama Badan Permusyawaratan

Desa®. Pe

an desa dibentuk dalam.ra ny'elenggaraa

desa, de ian_maka pemerintahan desa harus mert

lebih e ran-peraturan perundangundang

tidak ) dengan ")entingan \ta aturan
ebih tinggi-sertaharus n
budaya“masyara : tempaﬁﬁuﬁg_m
pemba ayanan n@a@a@@pg

pendek.

disi sosial
Jan _pemerintahan,
,.,u . dan jangka

Pera ran  des rupa%an ;eénjabaran lebih “la
(. (_o. _1 . " Y - . . -
perundang-tndangan yang b;hltmggl_‘dep‘gfa_r\ emperhatikan kondisi sosial

perundang-!

I peraturan
budaya masyarakat setempatiyPeraturan desa dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturansperundang-undangan yang lebih tinggi.
Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat

dasar pemikiran antara lain %;

%0 Galuh Purnama, 2015. Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan
Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kujang).
Jurnal, llmu Hukum Vol.3. No.2, hal 162

*! Jrwan Setiwan, 2018. Handbook Pemerintah Daerah. Remaja Rodaskarya, Yogyakarta,
hal.14

52 Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

5% Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang
Peraturan Daerah, Kencana Media Group, Jakarta, hal.48
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1. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang
menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu
rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang
dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat
yang dijunjung tinggi dimasyarakat.

2. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan
hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus

sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.

3. Landasan Yuridi ang. n dasan dalam pembuatan

peraturan perundang gan.adalah ituran atau sede
ang-undangan w.ﬂmu da Qasar kewe

atau badan membentuk Peraturan Perundang

et peraturan

gan seorang

Tolak ukur di atas dapat mep

perundan@dangan ya
unda gan- yang erima asyarakat,
Popu@hﬁ engak anyak-banyaknya
r@E@ @are

operasiona ngkauan peraturannya men

cikal

J dibuat itu
eban ak-banyaknya

kepe ' Nasya rakag dan senantiasa, sesua an  tuntutan
UALITY
per sghmgggl setiap keb

era, mampu diwadahiny

embangan zama han masyarakat pada setiap

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan pasal 83 bagian kesatu
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan desa adalah
sebagai berikut>:

1. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan

Desa kepada pemerintah desa.

% Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 83
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3. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan
masukan.

4. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan
pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainya

yang sesuai pasal 84 bagian kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

pakati bersama,disampaikan
1 Desa untuk

a 'kepada kep

enjadi peraturan Desa paling lambat 7

Ujuh terhitung
epakatan.
an Desa seliaimana di

ala De@daa emb 3 nda tangan paling
elas) Hari “terhiting s anya ||" angan
pi,m@n@d@@lsy i Desa

yatakan mulai berlaku dan

ajib

3. Peratu /'
yang

ail ekuatan hukum

ejak diundangkén dalam lemba D berita Desa
SUALITY

. A"
olef'sekretaris Desal 0 o

4. Peraturan Desa yang telah diundangkanssebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada bupatiwalikota sebagai bahan pembinaan dan
pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

5. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

% | oc. cit, him.29



